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Abstract

This study aims to determine the Effect of Regional Financial Management Supervision
on Regional Government Performance, the Effect of Regional Financial Management
Accountability on Regional Government Performance and Transparency of Regional
Financial Management on Regional Government Performance, as well as the Effect of
Regional  Financial — Management  Supervision, Regional  Financial — Management
Accountability and Transparency of Regional Financial Management simultaneously on
Local Government Performance. This research was conducted on OPD in Solok City,
namely Twenty-eight (28) OPD. The data used are primary data,the sample technigue used
is a saturated sample by distributing questionnaires. The sample in this study is the entire
population, namely the Head of the OPD and the Head of the Program & Finance
Subdivision of each OPD in the city of Solok. The results showed that Regional Financial
Management Supervision and Regional Financial Management Transparency had a
significant  effect on Regional Government Performance, while Regional Financial
Management Accountability had no effect on Regional Government Performance, then
Regional FinancialManagement Supervision, Regional Financial Management Accountability
and  Regional Financial Management Transparency had a simultaneous effect to Local
Government Performance.

Keywords: Supervision, Accountability, Transparency, Local Government Performance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pengawasan Pengelolaan Keuangan
Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dan Transparansi Pengelolaan Keuangan
Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah serta Pengaruh Pengawasan Pengelolaan
Keuangan Daerah, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan  Transparansi
Pengelolaan  Keuangan Daerah secara simultan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
Penelitian ini dilakukan pada OPD di Kota Solok yaitu Dua puluh delapan (28) OPD. Data
yang digunakan adalah data primer, teknik sampel yang digunakan adalah sampel jenuh
dengan cara menyebar kuesioner. Sampel dalam penelitianini adalah keseluruhan populasi
yaitu Kepala OPD dan Kasubbag Program & Keuangan dari setiap OPD di Kota solok.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan Pengelolaan Keuangan daerah dan
Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja
Pemerintah  Daerah, sedangkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah tidak
berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, kemudian Pengawasan Pengelolaan
Keuangan Daerah, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan  Transparansi
Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Pemerintah
Daerah.

Kata Kunci: Pengawasan, Akuntabilitas, Transparansi, Kinerja Pemerintah Daerah
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A.PENDAHULUAN

Indonesia  merupakan  Negara
berkembang yang sedang melakukan
pembangunan di  segala  bidang.
Perkembangan organisasi sektor publik
yang  semakin  pesat menuntut
pemerintah agar melakukan kinerja
yang baik dalam melaksanakan tugas
dan tanggungjawabnya. Menurut UU
No. 32 Tahun 2004 tentang
pemerintahan  daerah  berdasarkan
pasal 1 ayat 6 dinyatakan bahwa
daerah otonomi adalah hak,
wewenang dan  kewajiban  daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus
sendiri pemerintah dan kepentingan
masyarakat sesuai dengan perundang-
undangan artinya pemerintah daerah
sebagai daerah otonom memiliki hak
untuk menyelenggarakan sendiri
urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangannya.

Sebagai organisasi sektor publik,
pemerintah dituntut untuk
melaksanakankinerja yang baik dalam
menjalankan tugas dan
tanggungjawabnya. Pemerintah
dikatakan mempunyai kinerja baik
apabila pemerintah tersebut mampu
mengelola  pemerintahan  sehingga
dapat memberikan

kesejahteraan kepada masyarakatnya
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secara keseluruhan. Harus diakui selama
ini aparatur pemerintah dalam tugasnya
belum secara optimal memperlihatkan citra
dan kinerja yang diharapkan berdasarkan
prinsip  penyelenggaraan negara  dan
pemerintahan yang baik, bersih dan
bertanggung jawab. Masalah yang dapat
dirasakan oleh masyarakat yaitu dilihat
dari pelayanan yang lamban maupun
penyelesaian  pembangunan yang tidak
tepat waktu. Sehingga penilaian dari
masyarakat terhadap kinerja aparatur
pemerintahan dinilai sangat rendah. Ini
dikarenakan kinerja aparatur pemerintah
melenceng dari peraturan-peraturan setiap
dinas sehingga masyarakat menuntut agar
kinerja pemerintahan yang lebih baik.
Tuntutan akan kinerja pemerintah yang
baik ini terjadi  hampir disemua
pemerintahan seiring dengan
diterapkannya  otonomi  daerah  dan
penetapan  perundang-undangan  terkait
dengan pengelolaan pemerintah termasuk
di pemerintahan daerah KotaSolok.
Kinerja instansi pemerintah berkaitan
erat dengan pengawasan, akuntabilitas dan
transparansi. Memantapkan mekanisme
akuntabilitasdiperlukan manajemen kinerja
yang baik. Penerapan berbagai aturan
perundang-undangan yang ada terkait
dengan penerapan konsep akuntabilitas
dan  transparansi dalam  pengelolaan

keuangan diharapkan dapat mewujudkan
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pengelolaan keuangan pemerintah yang
baik. Implementasi akuntabilitas dan
transparansi dalam pengelolaan
keuangan daerah ini  diharapkan
mampu meningkatkan kinerja
pemerintah daerah.

Pengawasan terhadap pengelolaan
keuangan daerah sangat penting
dilakukan, karena pengawasan
merupakan  suatu usaha untuk
menjamin adanya keserasian antara
penyelenggaraan tugas pemerintah di
daerah (pusat) dan menjamin
kelancaran penyelenggaraan pemerintah
secara berdaya guna (Jitmau et al,
2017).Pengawasan merupakan hal yang
sangat penting dalam setiap pekerjaan,
sebab dengan adanya pengawasan
yang baik maka sesuatu pekerjaan
akan dapat berjalan lancar dan dapat
menghasilkan suatu hasil kerja yang
optimal. Semakin lancar kerja dan
disertai pengawasan yang baik maka
pekerjaan itu akan berhasil dengan
baik. Adanya pengawasan yang baik
akan mendorong pegawai lebih giat
dalam bekerja dan menghasilkan kerja
yang baik pula terlebih apabila
menyelesaikan pekerjaannya dengan
semangat yang baik.

Di satu sisi akuntabiitas

pengelolaan keuangan perlu

Berdasarkan ~ uraian  permasalahan
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diperhatikanoleh pemerintah daerah dalam
meningkatkan kinerja pemerintah daerah.
Dengan menjalankan azas akuntabilitas
pengelolaan keuangan, pemerintah
diwajibkan untuk
memberikan pertanggungjawaban,
menyajikan, melaporkan dan
mengungkapkan segala aktivitas atau
kegiatan yang menjadi tanggung jawab
pemerintah kepada masyarakat. Dengan
demikian kualitas kinerja pemerintahdapat
dikatakan baik karena telah memenuhi
tanggung jawabnya kepada masyarakat.
Selain pengawasan keuangan daerah
dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
daerah, transparansi pengelolaan keuangan
pemerintah daerah merupakan hal yang
sangat penting diterapkan pada
penyelenggaraan  pemerintahan  dalam
upaya menciptakan pemerintahan yang
bersih, jujur dan benar. Pemerintah
berkewajiban untuk memberikan informasi
keuangan dan informasi lainnya untuk
dijadikan bahan dalam pengambilan
keputusan ekonomi, sosial, maupun politik
sehingga akan berdampak bagi
masyarakat. Dengan dilakukannya
transparansi tersebut, publik  akan
memperoleh informasi  yang aktual dan
faktual, sehingga pemerintah  dapat
dikatakan baik apabila masyarakat merasa

puas dengan kinerja pemerintah.

diatas, maka rumusan masalah dapat
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dinyatakan sebagai berikut : (1) Apakah
Pengawasan Pengelolaan Keuangan
daerah berpengaruh terhadap kinerja
pemerintah daerah (2) Apakah
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Daerah berpengaruh terhadap Kinerja
Pemerintah  Daerah; (3) Apakah

Transparansi Pengelolaan Keuangan

Daerah berpengaruh terhadap Kinerja
Pemerintah  Daerah; (4) Apakah
Pengawasan

Daerah,

Pengelolaan  Keuangan

Akuntabilitas ~ Pengelolaan
Keuangan Daerah, dan Transparansi

Pengelolaan Keuangan Daerah
berpengaruh secara simultan terhadap
Kinerja Pemerintah Daerah.

masalah

Berdasarkan rumusan

tersebut, maka  hipotesis  dalam
penelitianini adalah:

1. Pengawasan pengelolaan keuangan
daerah berpengaruh terhadap
kinerja pemerintah daerah.

2. Akuntabilitas pengelolaan

keuangan daerah  berpengaruh

terhadap kinerja pemerintah.

3. Transparansi pengelolaan
keuangan daerah  berpengaruh
terhadap  kinerja pemerintah
daerah.

4. Pengawasan pengelolaan
keuangan daerah, akuntabilitas
pengelolaan  keuangan daerah,
transparansi pengelolaan
keuangan daerah secara
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simultan berpengaruh terhadap kinerja
pemerintah daerah.
yang hendak

penelitian ini

Tujuan dicapai  dalam
adalah untuk menguji secara
empiris pengaruh pengawasan pengelolaan

keuangan daerah, akuntabilitas pengelolaan
keuangan daerah, dan transparansi pengelolaan
keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah
daerah di Kota Solok.

Jenis penelitian yang dilakukanadalah jenis
penelitian  kuantitatif = dengan pendekatan
assosiatif. Sumber data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data primer, yaitu data
instrumen

adalah

yang  diperoleh menggunakan
kuesioner. Populasi dari penelitian ini
seluruh OPD di Kota Solok yang terdiri dari
Kepala dan Kasubbag Program & Keuangan.
Teknik pengambilan

sampel menggunakan

Total Sampling. Total
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sampel dalam penelitian ini adalah 56 efekdif satka
dan n
responden. efisien pada
sesuai temp
Tabel 1
. o ane . dengan at
Variabel, Definisi Operasional, Indikator dan =
Skala rencana peng
dan endal
Variabel | Definisi | Indikator ::E[cnlu lﬂatrnale
1. | Kinerja | Gambar | 1. Masu | Likert —T— hris‘
Pemerint | an kan Ec 5 “gécm
ah mengen | 2. Prose ihda ' a
Daerah ai 5 l:z, ;Ek()n
(¥) tingkat 3. Kelu uadan : omi
pencapa aran an ¢ Reali
ian 4. Hasil ' stik
laksa anf )
Ei':n als M;mi Peratura | 6. Secar
el dall
n a
suatu 6. Dam : ,
kegiata pak ?)‘1:1?[:1 g:ﬁ:i
n/progr (Fifit Negeri Rn;aii
am/kebi Purna N()‘!: 51 stis
jakan ma : =
dalam 20 ]‘6 Tahun 7. Diko
datam ) 2010 ordin
dikan J tentang asika
re
d .
sasaran, Ee omd Sen ]
tujuan, . -
misi pengaw a
dan wisi = I dn::
organis R o
;m; yang pr— o
tertuang l:n)cmcrin :il:i‘:“
‘3{;11:2“1 tah 8. Presk
: l"Cl]E'l daerah riptif
E‘i'm ‘ tahun dan
as
suatu 20l : 1
. asion
organis al
asi. a
Wigu
Moham (na - et
mad al
Mahsun =
2015
(2012;1 )
i) Akuntab | Pertang 1. Ak Likert
Pengawa | Proses 1. Akur Likert — ,‘L' : un
= . ilitas gungja tabili
san kegiata at =
Pengelol | n Hang T Pengelol | waban tas
< = )f' L= alcpat aan mengen Huku
aan ditujuka Wakt Lo
Keuanga | ai m
Keuanga | n untuk u = 2 .
= . : n Daerah | integrita dan
n Daerah | menjam | 3. Obje N —
: 3 (X2) § Kejuj
(X1) in agar kuf kenangs
pemerin dan g e
tah Kom n, 2. Ak‘mj]
daerah prehe S S
. gkapan a8
berjalan nsif g =
secara 4. Dipu = e
: . Lhpi ketaatan Jerial
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terhada 3. Akun

P tabili

peratura tas

n Progr

perunda am

ng- 4. Akun

undang tabili

an yang tas

berlaku Kebij
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dan

pengelu
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oleh

instansi

pemerin

tah.

Adisas

mita

(2011:8

1)
Transpar | Membe | 1. Infor | Likert
ansi rikan matif
Pengelol | informa | 2. Keter
aan sl buka
Keuanga | keuanga an
n Daerah | n yang 3. Peng
(X3) terbuka ungk

dan apan

Jujur

kepada (Nopri

masyara ansyah

kat et al.,

berdasa 2016)

rkan

pertimb

angan

bahwa

masyara

kat

memilik

i hak

untuk

menget

ahui

secara

terbuka

dan

menyel

uruh

atas

pertang
gungja
waban
pemerin
tah
dalam
pengelo
laan
sumber
daya
yang
diperca
yakan
kepadan
ya dan
ketaatan
nya
pada
peratura
n
perunda
ng-
undang
an.

(Nopria
nsyah et
al.,
2016)

Teknik analisis data menggunakan

uji instrumen, uji asumsi klasik, uji

hipotesis,  analisis  regresi  linier

berganda serta koefisien determinasi.

Model persamaan regresinya adalah

sebagai berikut:

Y=a+hmXi +b2Xe +b3Xs + e

Keterangan:

Y Kinerja Pemerintah
Daerah

A Koefisien Konstanta

bi, Koefisien regresi dari

ba, masing-masing variabel

b3

X1 Pengawasan
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Pengelolaan
Keuangan
Daerah

Pengawasan 0,379 0.135| 0270
Pengelolaan

Keuangan

Daerah

Akuntabilitas | 0,159 0.167| 0.124

Transparansi
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
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ransparansi
Pengelolaan Keuangan
Daerah
e Koefisien error (variabel

pengganggu)

B. HASTL. DAN PEMBAHASAN
Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi linear berganda
digunakan untuk melakukan prediksi
bagaimana perubahan nilai variabel
dependen, bila nilai variabel independen
dinaikkan atau diturunkan. Analisis ini

digunakan untuk mengetahui

Juga
pengaruh variabel independen terhadap
variabel dependen dengan model regresi
berganda dikarenakan lebih dari satu

variabel bebas. Maka untuk mengetahui

Model

nilai persamaan regresi dan nilai
koofisien korelasi dipergunakan data
pada tabel berikut:
Tabel 2
Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients"
Stand
Unstandardized ardize
Coefficients d
’ Coeffic

ients
B Std. Error Beta

1 | (Constant)

32.666 7,289

P-ISSN 1858-2451

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah
Sumber: Pengolahan Data Statistik
SPSS versi 25.0 (2021)
Berdasarkan tabel 2 maka dapat

disusun  persamaan regresi  sebagai
berikut:
Y = 32,666 +

0,379X1 + 0,159X2 + 0,564X3 +e

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan
bahwa :

1. Nilai 32,666

mengindikasikan bahwa jika variabel

konstanta  sebesar

independen yaitu Pengawasan

Pengelolaan ~ Keuangan Daerah,
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Daerah danTransparansi Pengelolaan

Keuangan Daerah bernilai nol maka

tingkat Kinerja Pemerintah Daerah
bernilai  positif  sebesar 32,666
satuan.

2. Koofisien Pengawasan Pengelolaan

Keuangan Daerah (X1) sebesar
0,379 mengindikasikan bahwa setiap

peningkatan  Pengelolaan ~ Keuangan
Daerah (X1) 1 satuan dengan asumsi
Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan Daerah (X2) danTransparansi
(X3)

Pengelolaan Keuangan  Daerah

adalah bernilai tetap atan nol, akan

mengakibatkan peningkatan
Kinerja Pemerintah Daerah (Y) sebesar
0,379 satuan.

3. Koofisien Akuntabilitas Pengelolaan
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Keuangan Daerah (X2) sebesar
0.159 mengindikasikan  bahwa

setiap peningkatan akuntabilitas

P-ISSN 1858-2451

dilakukan untuk menguji apakah variabel

Pengawasan Pengelolaan Keuangan

Daerah (X1), Akuntabilitas Pengelolaan

Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan Daerah (X2) dan Transparansi

(X2) 1 satuan dengan asumsi Pengelolaan Keuangan Daerah (X3) secara
Pengawasan

Keuvangan Daerah (X1) dan

Pengelolaan parsial mempunyai pengaruh terhadap

Kinerja Pemerintah Daerah (Y). Hasil

Transparansi Pengelolaan perhitungan uji t dapatdilihat pada tabel
Keuangan Daerah (X3) adalah berikut:
bernilai tetap atau nol, akan Tabel 3
Hasil Uji t (Parsial)
mengakibatkan peningkatanKinerja Coefficients®
Pemerintah Daerah (Y) sebesar Stan
dardi

0,159 satuan.
’ Unstandardize | zed

4. Koofisien transparasi el d Coeff t e
Pengelolaan Keuangan Daerah Coefficients | icien ”
(X3) sebesar i5
0564 mengindikasikan bahwa std.

B| Error | Beta
setiap peningkatan Transparan
Pengelolaan Keuangan Daerah
(X3) 1 satuan dengan asumsi
Pengawasan Pengelolaan
Keuangan Daerah (X1) dan
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Daerah (X2) adalah bemilai tetap
atau nol, akan mengakibatkan
peningkatan  Kinerja  Pemerintah 1 (Co | 32666| 7289 4482

Daerah (Y)sebesar 0,564 satuan el

)

Pengujian Hipotesis
a. Uji t

Uji t bertujuan untuk menguji
pengaruh secara parsial antara variabel
bebas terhadap variabel terikat dengan

variabel lain dianggap konstan. Uji t
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Peng | 0,379 0,135|0,270|2,323 adalah 2,006 dari tabel uji persial diatas dapat
Ll dianalisis sebagai beikut :

:an 1. Pengujian hipotesis

S Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara
an membandingkan t hitung dengan t tabel
Keua Hipotesis diterima jika Itnuwngl > tune dan
ngan nilaisignifikan < 0,05. Dari hasil penelitian
Ly ini didapatkan nilai twugsebesar 2,323 lebih
ah

besar dari tu, pada tingkat signifikan 5%

yaitu 2,006, maka 2,323 > 2,006 dan nilai

Aku | 0,159| 0.167(0,124 (0,954

ntabi . o
" probabilitas signifikan sebesar (0,00 <
1tas

005). Hal ini membuktikan hipotesis
Peng
B pertama dapat diterima bahwa Pengawasan
- Pengelolaan Keuangan Daerah (X1)
Keua berpengaruh  terhadap Kinerja Pemerintah
ngan Daerah (Y).
Daer 2. Pengujian hipotesis 2
ah

a. Dependet  Variable : Kinerja

Tran 0,564 0,134]0,500|4214 )
Pemerintahan Daerah

spara
nsi Pengujian hipotesis dilakukan dengan
Peng cara mebandingkan t hitung dengan t
elola tabel Hipotesis diterima jika t hitung
an > t tabel dan nilai signifikan < 0.05.
Keua . . . . .

Dari hasil penelitian ini didapatkan
ngan

nilai tpumgsebesar 0,954 lebih kecil dari
Daer b
ah turel pada tingkat signifikan 5% yaitu

2,006, maka 0954 < 2,006 dan nilai

. probabilitas  signifikansebesar (0,344 >
Dengan menggunakan jumlah responden
0.05). Hal ini membuktikan hipotesis

sebanyak 56 orang maka nilai ‘tabel dapat
kedua ditolak bahwa  Akuntabilitas

diperoleh melalui df (degree of freedom) = Pengelolaan  Keuangan Dacrah  (X2)

jumizh sampel (n) + jumlah variabel yang tidak berpengaruh terhadap Kinerja

diteliti (k) sehingga dalam penelitian inin =

56 dan k = 3, jadi df = 56 — 3=53, maka

Pemerintah Daerah (Y).
3. Pengujian Hipotesis 3

dapat diperoleh ttabel dari penelitian ini Pengujian hipotesis dilakukan dengan  cara
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membandingkan  ltyuel  dengan  tuper
Hipotesis diterima jika ltyunl > tupe dan
nilai signifikan < 005. Dari hasil
penelitian ini didapatkan nilai tyjungsebesar
4,214 lebih besar dari tu,a pada tingkat
signifikan 5% vyaitu2,006, maka 4214
> 2006 dan nilai probabilitas signifikan
sebesar (0,00 < 005). Hal ini
membuktikan  hipotesis ketiga dapat
diterima bahwa Transparansi Pengelolaan
Keuangan Daerah (X3) Dberpengaruh
terhadap KinerjaPemerintah Daerah (Y).
a. UjiF

Uji ini dilakukan untuk mengetahui

apakah  variabel bebas secara

bersama-sama (simultan)
mempunyai  pengaruh  terhadap
variabel tidak bebas. Patokan yang
digunakan  dalam pengujian ini
adalah membandingkan nilai sig
yang diperoleh dengan derajat
signifikansi pada level a = 0,05
untuk degree of freedom (df) = n-
k-1. Hasil uji F dapat dilihat dengan
cara membandingkan antara [|Fhitungl
dengan Fube. Hasil perhitungan uji

F  dapat dilihat dalam tabel |,

berikut:

Tabel 4
Hasil Uji F

P-ISSN 1858-2451

(Simultan)
ANOVA®
Sum of Mean
Model \Df F Big.
Squares Squar
e
Regre | 170.926| 3| 56.975|6.995| 0,000"
1 | ssion
Resid | 423.574| 52| 8.146
ual
Total | 594.500| 55

Sumber: Pengolahan Data Statistik SPSS
versi 25.0 (2021)
a. Dependent Variabel : Kinerja

Pemerintah Daerah Y
b. Predictors : (Constatnt) Transparan

Akuntabilitas Pengawasan

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat dilihat hasil
uji F diperoleh nilai Fhitung 6995 > 3,18,
atau nilai signifikan 0,00 < 0,05, sehingga
variabel Pengawasan Pengelolaan Keuangan
Daerah  (X1), Akuntabilitas  Pengelolaan
Keuangan Daerah (X2), dan Transparansi
Pengelolaan Keuangan Daerah (X3) secara
bersama-sama  mempunyai pengaruh  yang
signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
(Y). jadi hipotesis yang dirumuskan sesuai
dengan hasil penelitian dan diterima. Hal ini
menunjukkan bahwa Pengawasan Pengelolaan
Keuangan Daerah (XD, Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan Daerah (X2), dan
Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
(X3) secara  bersama-sama  berpengaruh
terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y).

Pembahasan
Berdasarkan analisis statistik

ditemukan bahwa hipotesis pertama (H1)

diterima. Hal ini dibuktikan dengan nilai
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thiwng Sebesar 2323 > tubel sebesar
2006 dengan signifikansi
sebesar 0000 < 005. Ini berarti

tingkat

hipotesis pertama diterima karena

pengawasan

daerah  (X1)

pengelolaan keuangan
berpengaruh secara
signifikan terhadap kinerja pemerintah
daerah (Y). Berdasarkan analisis
statistik ditemukan bahwa hipotesis
kedua (H2) ditolak.  Hal ini
dibuktikan dengan nilai thiune sebesar
0954< tubel sebesar 2,006 dengan
tingkat signifikansi 0,344 > 005. Ini
berarti hipotesis kedua ditolak karena
akuntabilitas  pengelolaan keuangan
daerah  (X2) tidak  berpengaruh
terhadap kinerja pemerintah daerah
(Y).

statistik

Berdasarkan analisis

ditemukan bahwa hipotesis

(H3) diterima. Hal ini dibuktikan

ketiga

dengan nilai thiune sebesar 4,214 >
tubet sebesar 2,006 dengan tingkat
signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Ini
berarti

hipotesis  ketiga  diterima

karena transparansi pengelolaan
keuangan daerah (X3) berpengaruh
secara signifikan terhadap kinerja
pemerintah daerah (Y). Berdasarkan
analisis statistik ditemukan bahwa
hasil uji F diperoleh nilai Fhitung
6995 > Fuea 3,18, atau nilai

signifikan 0,000 < 0,05, schingga

P-ISSN 1858-2451

variabel Pengawasan Pengelolaan
Keuangan Daerah (X1), Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan Daerah (X2), dan
Transparansi

Daerah (X3),

Pengelolaan Keuangan

secara simultan
berpengaruh yang signifikan terhadap
Kinerja PemerintahDaerah (Y).

Koefisien Determinan (R2)
Koofisien determinasi  (R?)

adalah
salah satu nilai statistic yang dapat
digunakan untuk mengetahui seberapa
besar kontribusi antara tiga variabel
bebas terhadap variabel terikat. Nilai
determinasi ditentukan dengan nilai
Adjust R Square yang digunakan
untuk regresi dengan variabel lebih
dari dua variabel sebagai koofisien
determinan.

Hasil perhitungan R square dapat dilihat
pada tabel berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Koofisien
DeterminasiModel Summary

Std.
Adjust | Erro
ed R|rof
Square | the
Estim

Model | R
Square

ate
1 0536% 0288 0246|2854

a. Predictors: (Constant), Transparansi,
Akuntabilitas,

Pe ngawasan

b. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah
Daerah

Sumber: Pengolahan Data Statistik SPSS
versi 25.0 (2021)
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2. Akuntabilitas Pengelolaan
Berdasarkan tabel 5 diatas Keuangan Daerah tidak

dapat dilihat bahwa nilai Adjusted berpengaruh terhadap Kinerja
R Square sebesar 0,246. Hal ini Pemerintah Daerah. Hal ini
mengindikasikan bahwa pengaruhi menunjukkan  Akuntabilitas  tidak
variabel Pengawasan Pengelolaan berpengaruh  signifikan  terhadap
Keuangan Daerah (X1), Kinerja Pemerintah Daerah
Akuntabilitas Pengelolaan dikarenakan bahwa pemerintah gagal
Keuangan Daerah (X2), dan dalam  menjalankan misi dalam
Transparansi Pengelolaan mencapai tujuan dan sasaran yang
Keuangan Daerah (X3) secara telah ditetapkan sebelumnya secara
simultan terhadap Kinerja periodik, pertanggungjaw aban
Pemerintah Daaerah (Y) adalah pengelolaan  keuangan daerah tidak
sebesar 24,6% sedangkan sisanya dilakukan dengan benar oleh pemerintah
sebesar 754% ditentukan oleh untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
faktor lain diluar model yang 3. Transparansi Pengelolaan

tidak terdeteksi dalam penelitian Keuangan ~ Daerah  berpengaruh

ini, seperti Kejelasan sasaran signifikan terhadap Kinerja
anggaran, Partisipasi Penyusunan Pemerintah Daerah. Hal ini
Anggaran (Asrini, 2017) dan menunjukkan  semakin transparan

Fungsi Pemeriksaan Intern pengelolaan  keuangan dan pelaporan

(Jitmau, 2017), dIL. keuangan maka akansemakin meningkat
kinerja pemerintah daerah. Dimana
dengan  adanya transparansi  dalam

A. SIMPULAN

a. Kesimpulan

1. Pengawasan Keuangan Daerah

penyelenggaraan  pemerintahan daerah,
terjadi  peningkatan terhadap kinerja

berpengaruh  signifikan terhadap karena  semua  kegiatan,  program,
engelolaankeuangan dilakukan dengan
Kinerja Pemerintah Daerah. Hal pens & &

terbuka dan dipublikasikan.
ini menunjukkan Semakin baik o

4. Pengawasan, Akuntabilitas dan

tingkat pengawasan dalam )

Transparansi Pengelolaan Keuangan
pengelolaan Keuangan  Daerah .

Daerah berpengaruh secara simultan
akan semakin baik pula kinerja o )

terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
pemerintah daerah.
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a, Saran
1. Diharapkan  bagi  pemerintah,
khususnya  pemerintah  Kota

Solok agar dapat memperhatikan

hal-hal mendukung

yang
meningkatnya kinerja pemerintah
daerah menjadi lebih baik seperti

pengawasan keuangan daerah,

akuntabilitas  dan transparansi

pengelolaan  keuangan daerah

sehingga dapat mewujudkan

pemerintahan good governance
sebagaimana yang dicita-citakan

oleh setiap pemerintahan.

2. Bagi peneliti selanjutnya
diharapakan lebih memperluas
jangkavan penelitian ini dengan
lebih  menambahkan  sampel
penelitian variabel
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